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ABSTRACT

The Bangka Belitung Islands Province, particularly in Pangkalpinang City, still
encounters problems related to land ownership certificates (SKT), even though SKT
currently only serves as a reference in the land registration process. This study aims
to explore how the community obtains SKT, the reasons for using SKT, and the
problems associated with SKT. This research employs a descriptive qualitative method
with a case study approach. The local government of Pangkalpinang City continues to
issue and transfer SKT, making SKT still in use in Pangkalpinang City. The community
uses SKT as proof of land ownership, do not have the funds to certify the land, and as
collateral for bank loans. SKT leads to problems such as land parcels being measured
inaccurately according to cadastral survey standards, resulting in unclear boundaries
and uncontrolled distribution, which could potentially overlap. Additionally, there are
no local regulations governing SKT, and land parcels are found to be inconsistent with
their designated purposes.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber yang sangat penting bagi
keberlangsungan hidup manusia karena manusia menggantungkan hidupnya
kepada tanah bahkan perekonomian masyarakat Negara Kesatuan Republik
Indonesia bercorak bumi, air dan ruang angkasa sehingga tanah merupakan objek
yang penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Daratan di Indonesia seluas
32% dari seluruh wilayah Indonesia atau seluas 1,91 juta km? (Finaka, 2018).
Indonesia memiliki penduduk berjumlah 275 juta dengan laju pertumbuhan dari
tahun 2022-2024 yang mencapai 1,17% per tahun (Badan Pusat Statistik
Indonesia, 2023). Dengan luas daratan yang lebih kecil dari luas lautan dan
penduduk yang banyak menunjukkan bahwa daratan di Indonesia itu terbatas
apalagi dengan jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta. Hal itu juga dibuat
lebih parah dengan pembangunan yang belum menyeluruh dan merata di seluruh
wilayah Indonesia. Banyak penduduk di Indonesia yang menetap di Pulau Jawa
sehingga membuat pulau tersebut menjadi pulau yang paling padat di Indonesia.

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, maka tanah harus dipergunakan
sebesar-besarnya agar kesejahteraan rakyat dapat dicapai dan merata. Hal itu
sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahkan tertulis Pasal 33 Ayat (3)
yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Kemudian peraturan yang mengatur tentang tanah dapat
dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA.

UUPA merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang agraria dan
pertanahan di Indonesia. Undang-undang tersebut berisikan kebijakan yang
didasarkan atas prinsip-prinsip dasar hukum tanah nasional. UUPA diyakini
sebagai dasar dan pokok dari hukum pertanahan di Indonesia. Walaupun zaman

terus berlanjut dan berkembang, UUPA diyakini oleh bangsa Indonesia sebagali



peraturan yang masih relevan dengan tuntutan zaman dan reformasi, mengingat
peraturan ini merupakan sarat dan amanat untuk mewujudkan keadilan di bidang
pertanahan yang memprioritaskan masyarakat golongan menengah (Wasono,
2017). Hal tersebut dapat dilihat dari visi dan misi UUPA, yaitu unifikasi hukum
pertanahan, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah/pemanfaatan,
penyediaan tanah untuk pembangunan, pemberian hak atas tanah, dan penataan
administrasi pertanahan (Durin, 2002).

Untuk menjalankan usaha-usaha untuk perlindungan dan kepastian hukum
hak atas tanah yang prinsipnya sesuai dengan UUPA, maka diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah oleh
pemerintah yang tujuannya untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10
tahun 1961 yang selanjutnya disebut dengan PP No. 24 Tahun 1997. Selain itu
Kementerian Agraria dan Tata Tuang/Badan Pertanahan Nasional menerbitkan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 sebagai acuan untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang
selanjutnya disebut dengan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997.

Dasar Penerbitan PP No. 24 Tahun 1997 dapat dilihat pada ketentuan pasal

19 UUPA yang menyatakan bahwa “pemerintah menjamin kepastian hukum
sehingga harus diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia”.
Pendaftaran tanah mencakup pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
pendaftaran hak atas tanah serta peralihannya; penerbitan surat tanda bukti hak yang
berfungsi sebagai alat bukti yang kuat. Pendaftaran tanah dilakukan dengan
mempertimbangkan kondisi negara dan masyarakat, kebutuhan lalu lintas sosial
ekonomi, serta kemungkinan pelaksanaannya sesuai dengan pertimbangan Menteri
Agraria.

Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 dapat diketahui bahwa dalam
proses peralihan hak atas tanah, diperlukan dokumen resmi yang disebut akta
otentik. Dokumen tersebut dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang diangkat oleh pemerintah. Dijelaskan juga pada
Pasal 39 ayat (1b) pada PP No. 24 Tahun 1997 bahwa PPAT berhak menolak
membuat akta jika tidak ada bukti penguasaan tanah yang dibuat oleh kepala



desa/kepala lurah yang menyatakan bahwa tanah yang ingin didaftarkan sudah
dikuasai selama 20 tahun sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997.
Bukti penguasaan itulah yang kemudian disebut dengan alas hak, dan salah satunya
adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh kepala desa.

Surat Keterangan Tanah merupakan dokumen yang menerangkan riwayat
sebuah bidang tanah milik seseorang yang dibuat oleh kepala desa/kepala lurah
dan berfungsi sebagai alas hak sebuah bidang tanah (Nugraha, 2023). Fungsi alas
hak yang merupakan fungsi dari SKT yaitu sebagai syarat untuk melakukan
pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39 PP No. 24 Tahun
1997 sehingga dapat dikatakan SKT merupakan dokumen pelengkap dan sebagai
syarat dalam melakukan pendaftaran tanah (Efrianto, Herman dan Haris, 2021).
SKT memiliki fungsi yang sama dalam administrasi pertanahan dengan Girik,
Petok D, dan Letter C serta dokumen-dokumen sejenis seperti Surat Keterangan
Camat, Surat Keterangan Jual Beli Tanah, dan dokumen lainnya yang diterbitkan
oleh kepala desa/kepala lurah/kepala camat yaitu sebagai bukti bahwa tanah yang
ada di dokumen tersebut sudah dikuasai.

Dasar hukum SKT tercantum dalam Pasal 18 PP No. 10 tahun 1961, yang
mengartikan bahwa SKT merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
kepala desa atau kepala lurah berdasarkan hasil pemeriksaan tanah yang dicatat
dalam berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tokoh masyarakat, yang
kemudian diperkuat oleh camat sebagai bukti hak atas tanah yang belum terdaftar,
terutama ketika tanah tersebut akan dialihkan atau didaftarkan untuk mendapatkan
haknya. Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997 Ayat (1) Huruf b menjelaskan bahwa
SKT yang dibuat oleh kepala desa/kepala lurah yang memuat bahwa bidang tanah
tersebut sudah dikuasai oleh pemilik SKT diperlukan sebagai syarat dalam proses
pendaftaran tanah. Walaupun di PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa SKT
sebagai syarat dalam proses pendaftaran tanah, semenjak dengan adanya Surat
Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 1756/15.1/1V/2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, SKT hanya sebagai petunjuk dan
tidak lagi masuk sebagai persyaratan dalam melakukan proses pendaftaran tanah.
Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal
97 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan



Pendaftaran Tanah bahwa SKT dan dokumen sejenis yang diterbitkan oleh kepala
desa, kepala lurah, atau kepala camat hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk
dalam proses pendaftaran tanah. Akan tetapi, jika kedudukan SKT hanya sebagai
petunjuk maka dapat memunculkan berbagai permasalahan baru mengingat
Negara Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif yang bertendensi positif
sehingga SKT dapat digunakan sebagai alat pembuktian kepemilikan suatu bidang
tanah yang berkekuatan hukum (Atikah, 2022).

Atikah (2022) menyebutkan masih banyak masyarakat di Indonesia yang alas
hak kepemilikan tanahnya masih berupa SKT. Masyarakat menganggap bahwa
SKT merupakan legalitas hukum yang sudah cukup kuat untuk mengakui bukti
kepemilikan tanah. Banyak masyarakat yang masih menggunakan SKT alas hak
kepemilikan tanahnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti
pembuatannya yang cukup mudah hanya dengan melalui kantor kelurahan/kantor
desa atau karena letak bidang tanah yang jauh dari kantor pertanahan (Wasono,
2017). SKT tidak memiliki kepastian hukum yang jelas karena kedudukan hukum
SKT di dalam proses pendaftaran tanah hanya sebagai petunjuk bahkan diperkuat
dengan adanya PP No. 18 Tahun 2021 Pasal 97 yang menyebutkan bahwa SKT
dan dokumen lain yang sejenis hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam
proses pendaftaran tanah. Akan tetapi, bukti bahwa SKT masih memiliki kekuatan
hukum dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No: 2595/Pdt/2018 yang
membuat SKT sebagai alat pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang memiliki
kekuatan hukum (Rudinasyah, Tista and Azizah, 2022).

. Rumusan Masalah

Surat Keterangan Tanah (SKT) belum memiliki kepastian hukum yang jelas
karena SKT tidak memiliki kedudukan hukum di dalam proses pendaftaran tanah,
akan tetapi masih memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembuktian kepemilikan
tanah yang sah walaupun tidak sekuat sertipikat sebagai alat bukti otentik
(Rudinasyah, Tista and Azizah, 2022). Semenjak Surat Edaran Menteri ATR/BPN
Nomor 1756/15.1/1V/2016 dikeluarkan, maka SKT sebagai syarat dalam proses
pendaftaran tanah sudah tidak diperlukan lagi. Meskipun tidak lagi menjadi syarat
dalam proses pendaftaran tanah, hal ini tidak mempengaruhi kekuatan hukum



SKT sebagai dasar hak kepemilikan tanah (Rudinasyah, Tista dan Azizah, 2022).
Pembuktian tersebut dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung No:
2595/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Fisik
bidang tanah merupakan bukti yang sah (Rudinasyah, Tista and Azizah, 2022).
Kekuatan hukum dari SKT juga diperkuat dengan diakuinya SKT sebagai hak
kepemilikan bidang tanah oleh pemerintah karena secara administratif SKT sudah
dikeluarkan oleh kepala desa/kepala lurah dan disahkan oleh kepala camat
sehingga masyarakat yang memegang SKT dapat mengakui bahwa sebidang tanah
yang sudah ada SKT tersebut merupakan miliknya (FH UBB, 2018).

SKT memiliki berkepastian hukum tidak jelas dapat menimbulkan potensi
dari adanya masalah pertanahan dari bidang tanah yang beralas hak SKT. Oleh
karena itu, SKT merupakan dokumen yang sangat rentan dan berpotensi besar
untuk membuat suatu masalah pertanahan. Seperti yang ditulis oleh Rahmanto
(2020), terdapat oknum yang melakukan pemalsuan dokumen terkait alas hak
suatu bidang tanah, menduplikasi dokumen alas hak pada bidang tanah yang sama,
dan melakukan gugatan rekayasa yang membuat dokumen alas hak yang
dipalsukan memiliki kekuatan hukum. Penerbitan SKT juga dapat diterbitkan
walaupun memiliki cacat administrasi dalam pembuatannya. Seperti yang ditulis
oleh Efrianto, Herman, dan Haris (2021), terdapat kepala desa/kepala lurah yang
menerbitkan SKT di luar kewenangannya yaitu menerbitkan SKT yang lokasi
bidang tanahnya secara administratif sudah bukan lagi wilayah kepala desa/kepala
lurah yang bersangkutan karena desa tersebut mengalami pemekaran. Bahkan
SKT yang diterbitkan secara administratif tersebut diketahui penerbitannya oleh
kepala camat sehingga SKT tersebut memiliki kekuatan hukum.

Bersumber dari aplikasi skp.atrbpn.go.id dan justisia.atrbpn.go.id, pada
periode 2015-2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami 100 kasus
pertanahan yang dimana 28 kasus pertanahan terjadi di Kantor Pertanahan Kota
Pangkalpinang. Dari 100 kasus pertanahan pada periode tersebut, 53% di
antaranya mengalami kasus pertanahan yang melibatkan SKT atau dokumen
persyaratan permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah dengan rincian 30% tumpang
tindih antar alas hak, 15% tumpang tindih antara Sertipikat Hak Atas Tanah
dengan alas hak, dan 8% terindikasi pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan



permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah. Dari sumber yang sama, pada periode
2021-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami 59 kasus pertanahan
dan 19 kasus pertanahan di antaranya terjadi di Kantor Pertanahan Kota
Pangkalpinang. Dari 36% kasus yang berada pada periode tersebut memiliki
rincian 34% tumpang tindih antara alas hak dengan Sertipikat Hak Atas Tanah
dan 2% terindikasi pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan permohonan
Sertipikat Hak Atas Tanah.
Dari persoalan pokok di atas, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan untuk
menjelaskan masalah utama yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana masyarakat di Kota Pangkalpinang memperoleh Surat Keterangan
Tanah (SKT) sebagai alas hak?
2. Apa penyebab masyarakat di Kota Pangkalpinang masih menggunakan Surat
Keterangan Tanah sebagai alas hak kepemilikan tanahnya?
3. Apa permasalahan dari penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT) di Kota
Pangkalpinang?

C. Batasan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan masalah utama yang diteliti
dengan menjawab 3 pertanyaan pokok yang diajukan penulis. Untuk menjawab
ketiga pertanyaan tersebut, penelitian ini hanya meneliti tentang apa yang sedang
terjadi terhadap SKT yang berada di lokasi penelitian serta mencari tahu
permasalahan yang dapat ditimbulkan dari penggunaan Surat Keterangan Tanah
(SKT) sebagai alas hak di Kota Pangkalpinang.

D. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah yang penulis telah dicantumkan di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis dan menjelaskan cara masyarakat di Kota Pangkalpinang
memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh masyarakat

Kota Pangkalpinang.



2. Menjelaskan penyebab masyarakat di Kota Pangkalpinang masih
menggunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai alas hak kepemilikan
tanahnya.

3. Menjelaskan permasalahan dari penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT)
di Kelurahan Pintu Air.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis yaitu dapat memberikan perkembangan terhadap ilmu
pengetahuan khususnya tentang pertanahan, mengenai penggunaan Surat
Keterangan Tanah (SKT) sebagai alas hak kepemilikan tanah dan
permasalahannya; dan

2. Manfaat Praktis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi Kementerian ATR/BPN maupun masyarakat dalam mengambil kebijakan
terhadap penggunaan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai alas hak

kepemilikan tanah.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti pada skripsi
yang berjudul “Permasalahan Penggunaan Surat Keterangan Tanah sebagai Alas

Hak (Studi Kasus di Kota Pangkalpinang)®, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dokumen bukti penguasaan tanah di Kota Pangkalpinang terdapat banyak
bentuknya dan saat ini dokumen yang masih terbit yaitu Surat Pernyataan
Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah (SP3FAT), Surat Keterangan
Penguasaan Fisik Atas Tanah (SKPFAT), dan Surat Pernyataan Pelepasan
dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah (SP4FAT). Pendaftaran Surat
Keterangan Tanah (SKT) serta peralihannya yang terdiri dari SP3FAT,
SKPFAT, dan SP4FAT dapat dilakukan di kantor kelurahan atau kantor
kecamatan tempat tanah yang ingin diurus berada. Kemudian SKT bisa
didapatkan melalui pemberian dari pemerintah daerah dan melalui putusan
pengadilan.

2. Masyarakat masih menggunakan SKT karena Pemerintah Daerah Kota
Pangkalpinang masih melayani penerbitan dan peralihan SKT di kantor lurah
atau camat. Dengan biaya yang murah dan proses yang cepat membuat
masyarakat lebih memilih untuk menggunakan SKT sebagai dasar
kepemilikan tanahnya dan dapat digunakan sebagai agunan dalam melakukan
peminjaman di bank. Kemudian terdapat alasan pribadi untuk belum
mensertipikatkan tanahnya seperti ingin melakukan pemecahan terlebih
dahulu dan belum adanya persetujuan dalam keluarga.

3. SKT menimbulkan permasalahan yaitu adanya tumpang tindih, pengumpulan
data fisik yang tidak sesuai dengan kaidah kadastral, tidak adanya peta
persebaran SKT dan tidak dapat dikendalikan, serta tidak ada pemutakhiran
dari SKT yang lawas. Kemudian tidak ada peraturan daerah yang mengatur
tentang pengaturan dari SKT yang membuat SKT tidak memiliki format yang
baku. Ditemukan bidang tanah yang menggunakan SKT tidak sesuai dengan
rencana tata ruang di Kota Pangkalpinang.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti

dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut.

1. Untuk Kementerian ATR/BPN, memperlemah kekuatan hukum yang
dimiliki oleh SKT sehingga masyarakat memilih untuk mensertipikatkan
tanahnya dan mengurangi permasalahan yang ditimbulkan dari SKT;

2. Untuk kelurahan dan kecamatan di Kota Pangkalpinang, memperjelas
sistem administrasi pertanahan yang berada di kelurahan terutama sistem
pencatatan buku tanah yang berada di kelurahan sehingga dapat
menghindari permasalahan di kemudian harti;

3. Untuk kelurahan dan kecamatan di Kota Pangkalpinang, pemutakhiran
informasi terhadap SKT dari SKT yang telah terdaftar sehingga
mendapatkan informasi yang terbaru dan terhindar dari permasalahan.

4. Untuk kelurahan dan kecamatan di Kota Pangkalpinang, memetakan
selutuh bidang tanah yang beralas hak SKT sehingga penyebaran bidang
tanah yang beralas hak SKT dapat diketahui keberadaannya.
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